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SURAT  EDARAN
I. PENDAHULUAN
1. U M U M

a. bahwa  pada  Pasal  2 huruf k  Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS mengatur mengenai kewajiban PNS yang diantaranya adalah mentaati ketentuan jam kerja, maka hal tersebut diatur dalam Peraturan  Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Panjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 ditetapkan dalam rangka menjamin  terpeliharanya tata tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu diatur peraturan disiplin kerja PNS untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja PNS;
c. bahwa ketentuan/disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 merupakan acuan utama dan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009;
d. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Panjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

2. D A S A R

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman      Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7):

3. T U J U A N

 Surat Edaran ini adalah  pedoman bagi PNS dalam melaksanakan disiplin kerja dan                   

  Pedoman    bagi  pejabat   yang   didelegasikan   wewenang   dalam   menjatuhkan 
  hukuman disiplin PNS di lingkungannnya masing-masing 
4. PENGERTIAN

       Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin PNS adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS.

2. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.

3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS.
4. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang  menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
5. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

6. Peraturan Kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. 

7. Teguran lisan adalah adalah teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang dinyatakan secara  tegas sebagai hukuman disiplin.

8. Teguran tertulis adalah teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

9. Pernyataan tidak Puas adalah pernyataan tidak puas yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwewenang menghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.  
11. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat kerja yang dipimpin oleh Pembina Apel.

12. Pembina Apel adalah Kepala Satuan Kerja masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk.
II.  KEWAJIBAN PNS DAN PELANGGARAN DISIPLIN
1. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap PNS, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
III. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

 2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

a. tegoran lisan;

b. tegoran tertulis,

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

 3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 ( satu ) tahun;

b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1    (satu ) tahun; dan

c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 ( satu ) tahun.
 4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 ( satu ) tahun;

b. pembebasan dari jabatan;

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kerja adalah :

a. Bupati;

b. Bupati mendelegasikan wewenang kepada Wakil Bupati bagi Pegawai Negeri  Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu sepanjang mengenai hukuman disiplin :
1. teguran lisan terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

2. teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; dan

3. pemberian hukuman disiplin dan penandatanganan Keputusan Bupati atas pelanggaran disiplin PNS untuk jenis hukuman disiplin sedang.  

c. Bupati mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sekretaris Daerah bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon II dan jabatan struktural eselon III atau pejabat lainnya yang setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. teguran lisan terhadap PNS yang memangku jabatan struktural  eselon IIb atau eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

2. teguran tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

d. Bupati mendelegasikan wewenang  untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat struktural eselon IIb atau pejabat lainnya yang setingkat dengan itu bagi PNS di lingkungan SKPD masing-masing. 

1. teguran lisan terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

2. teguran tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon III kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya;dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya;

e. Bupati mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat struktural eselon III atau pejabat lainnya yang setingkat dengan itu bagi PNS di lingkungan SKPD masing-masing.

1. Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tegoran lisan terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya. 
f. Bupati mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat struktural eselon IV atau pejabat lainnya yang setingkat dengan itu bagi PNS di lingkungan SKPD masing-masing.
1. Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tegoran lisan terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan jabatan sebagai pelaksana.
(2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tidak dapat mendelegasikan lagi wewenangnya itu kepada pejabat lain.
(3) Bupati mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini. 
V. TATA CARA PEMERIKSAAN

 1. U M U M
a. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
b. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disipllin itu.

c. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan
2. PANGGILAN

a. PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin,dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

b. Pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan, maka panggilan itu dilakukan secara tertulis.
c. Apabila PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua. Panggilan kedua harus dilakukan secara tertulis. Dalam menentukan tanggal untuk memenuhi panggilan berikutnya, harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan.
d. Apabila PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu tidak memenuhi panggilan kedua, maka hal itu tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin.

e. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

3.   PEMERIKSAAN

a. Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain ditunjuk olehnya, mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

b. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
c. Untuk mempercepat pemeriksaan, maka Bupati atau pejabat yang berwenang menghukum dapat memerintahkan pejabat bawahannya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
d. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, satu dan lain hal bergantung kepada keadaan dan keperluan.
e. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.
f.    Pemeriksaan dilakukan secara lisan atau tertulis.
g. Pada tingkat pertama, pemeriksaan dilakukan secara lisan. Apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu dijatuhi dengan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis. Tetapi, apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu akan dapat dijatuhi tingkat hukuman disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka., maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis.

h. Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

i. PNS yang diperiksa karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan.

j. Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka ia dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.

k. Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan,maka hal itu wajib dilaporkan oleh pemeriksa kepada pejabat yang berwenang menghukum, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

l. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan maka, hal itu diberitahukan kepada pemeriksadan pemeriksa wajib memperbaikinya.

m. Apabila PNS yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan itu cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun PNS yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, namun tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

n. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dalam arti bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

o. Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran disiplin itu dari orang lain. Satu dan lain hal untuk melengkapi keterangandan menjamin objektivitas.
VI. PENJATUHAN HUKUMAN

1. U M U M

a.  Tujuan hukuman disiplin, adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran.

b.  Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib lebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin itu.

c.  Walaupun   wujud   pelanggaran  disiplin  sama, tetapi   faktor-faktor yang mendorong untuk  melakukan pelanggaran  disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkanpun berbeda juga.
2. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN.
a. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan,sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
     Umpamanya :

1. Seorang PNS yang untuk pertama kalinya terlambat masuk kerja cukup diperingatkan saja (bukan merupakan hukuman disiplin). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah diperingatkan sampai tiga kali, tetapi masih terlambat juga masuk kerja, kepadanya wajar dijatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan.

2.  Seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang , kepadanya wajar langsung dijatuhkan jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Kepada  PNS yang  pernah dijatuhi  hukuman  disiplin  yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Umpamanya :

1.  Seorang  PNS yang  telah dijatuhi  jenis  hukuman  disiplin tegoran lisan karena telah berkali-kali terlambat masuk kerja.

     Walaupun kepadanya telah dijatuhkan jenis hukuman disiplin tegoran lisan tetapi ia tidak merubah sikapnya dan terus juga terlambat, maka jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya adalah tegoran tertulis dan begitu seterusnya.

2.  Seorang  PNS  yang  telah dijatuhi  jenis hukuman disiplin tegoran lisan karena pulang sebelum jam kerja berakhir.

     Setelah itu kepadanya dijatuhkan lagi jenis hukuman disiplin tegoran tertulis karena melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama. Kemudian, ia dijatuhi jenis hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang. Beberapa waktu kemudian ia meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir.

     Untuk pelanggaraan disiplin yang terakhir ini, maka kepadanya dijatuhkan jenis hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
3. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
a.   TEGORAN LISAN
(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan, dinyatakan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepadanya PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dalam suatu ruangan.
(2) Dalam menyatakan jenis hukuman disiplin tegoran lisan, pejabat yang berwenang menghukum memberitahukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan.

      Catatan :

      Apabila seorang pejabat yang berwenang menghukum menegor bawahannya, tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, maka tegoran demikian bukan hukuman disiplin.
(3) Setiap jenis hukuman disiplin tegoran lisan yang dijatuhkan kepada seorang PNS wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan kepada pejabat yang mengurus kepegawaian, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
b. TEGORAN TERTULIS

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

(2) Dalam surat tegoran tertulis itu, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan surat keputusan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII surat edaran ini.

(2) Dalam surat hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis itu, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
d. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
4.  TATA CARA PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka dikirimkan panggilan kedua dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaian panggilan itu. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka ia dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu.

b. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan dalam suatu ruangan dan dapat      dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian serta dapat pula dihadiri oleh pejabat lain yang dipandang perlu, asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

c. Pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin itu dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.

d.  Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalam  lingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin itu, asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu.
VII. KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1.  YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN

a. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang berupa jenis hukuman disiplin :

(1) tegoran lisan;

(2) tegoran tertulis; dan

(3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

                 tidak dapat diajukan keberatan

b. Terhadap hukuman disiplin berupa berupa :

(1) penundaan kenaikan gaji berkala;

(2) penurunan gaji;

(3) penundaan kenaikan pangkat; dan

(4) penurunan pangkat;

yang diajukan oleh Pejabat yang berwenang tidak dapat diajukan keberatan.
2. YANG  DAPAT   DIAJUKAN KEBERATAN  KEPADA  PEJABAT  YANG BERWENANG MENGHUKUM
a.  PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dapat  diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki, apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar.

b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak   dipertimbangkan (kadaluarsa). 
c.  Keberatan tersebut diajukan secara tertulis. Dalam surat  keberatan itu harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap.

d. Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

e.  Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya, wajib membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin harus disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

f.   Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu. Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

g. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penguatan atau perubahan hukuman disiplin itu, ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, menurut contoh sebagai tercantum dalam lampiran IX dan X Surat Edaran ini.
h. Terhadap keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam huruf g, tidak dapat diajukan keberatan.
i.    Perhitungan waktu mengajukan keberatan dan mengambil keputusan adalah menurut contoh sebagai berikut : 

Bupati mendelegasikan wewenang kepada setiap Kepala SKPD untuk menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungannya masing-masing berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan penundaan kenaikan gaji berkala. Sdr. Suardi NIP.138912251, golongan ruang III/b, jabatan Kasi dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk  masa 1 (satu) tahun oleh Kepala SKPD. Surat keputusan hukuman disiplin itu tertanggal 21 Nopember 2007 , tetapi baru diterimanya tanggal 22 Nopember 2007. Sdr. Suardi tersebut mengajukan keberatan atas hukuman disiplin itu karena menurut pendapatnya alasan bagi penjatuhan hukuman disiplin itu tidak benar. Surat keberatan tersebut disampaikan oleh Sdr. Suardi kepada Kepala SKPD melalui Sekretaris pada tanggal 5 Desember 2007 dan diterima oleh Sekretaris pada hari itu juga. 
Dalam hal yang sedemikian maka :

1. Sekretaris harus sudah menyampaikan surat keberatan itu kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2007 
2. Apabila surat keberatan itu diterima oleh Kepala SKPD pada tanggal 7 Desember 2007, maka ia harus membuat tanggapan, beserta berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2007.

3.  Apabila Kepala SKPD  menerima berkas surat keberatan tersebut tanggal 10 Desember 2007, maka ia sudah harus mengambil keputusan atas keberatan itu selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 2008.
VIII.  BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1.  Jenis hukuman disiplin :

a. tegoran lisan;

b. tegoran tertulis;

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

mulai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

2. Apabila tidak ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin :

a.   Penundaan kenaikan gaji berkala;

b.   Penurunan gaji;

c.   Penundaan kenaikan pangkat;

mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan hukuman disiplin itu kepada PNS yang bersangkutan.

3. Apabila ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin :

a.   Penundaan kenaikan gaji berkala;

b.   Penurunan gaji;

c.   Penundaan kenaikan pangkat;
mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

4. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.
IX.    LAIN-LAIN

1.  U M U M

a. Apabila Bupati mempunyai bukti atau alasan-alasan yang cukup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai penjatuhan hukuman disiplin, ia dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya. 
b. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak ada, maka yang mengambil keputusan adalah atasan dari pejabat yang berwenang menghukum.

c.  Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap seorang PNS tidak mengurangi kemungkinan tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.  PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dinaikkan gaji berkala atau pangkatnya.

e. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan surat pemberitahuan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.
2. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN

a. PNS yang meninggal dunia pada waktu sedang menjalankan jenis hukuman disiplin :

(1) penundaan kenaikan gaji berkala;

(2) penurunan gaji;

(3) penurunan pangkat;

dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

b.  PNS yang mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani jenis hukuman disiplin :

(1) penundaan kenaikan gaji berkala;

(2) penurunan gaji;

(3) penurunan pangkat;

dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.
3.   CALON PNS
Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/atau berat, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

4. PEGAWAI BULANAN DI SAMPING PENSIUN

Pegawai bulanan di samping pensiun dapat dijatuhi hukuman disiplin :

a. tegoran lisan;

b. tegoran tertulis

c. pernyataan tidak puas secara tertulis

d. pembebasan dari jabatan
5. KARTU HUKUMAN

a. Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam Kartu.
b. Kartu Hukuman Disiplin PNS, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X I Surat Edaran ini.

c. Kartu Hukuman Disiplin PNS disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.

d. Apabila seorang PNS pindah dari instansi yang satu ke instansi yang lain, maka Kartu Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
6. KEWAJIBAN MELAPOR

a. Apabila pejabat yang berwenang menghukum pada waktu memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, makapejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yangberwenang menghukum yang lebih tinggi menurut saluran hirarki.Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi tersebut wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, tetapi belum dijatuhkan hukuman jabatan berdasarkan Peraturan tersebut, maka diproses menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka setiap pelanggaran disiplin kerja berpedoman pada Peraturan tersebut. 
3. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin Kerja dan Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan tetap berlaku.
XI. P E N U T U P

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berkepentingan.







Ditetapkan di Sungailiat 








Pada tanggal 1 April 2009








BUPATI BANGKA,








      Cap/dto







YUSRONI YAZID
LAMPIRAN I : SURAT EDARAN BUPATI BANGKA


         NOMOR
     : 060/       /IX/2009

         TANGGAL   : 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
	N0
	PEJABAT
	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	TERHADAP
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Yang memangku jabatan struktural eselon IV atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
	Teguran Lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan jabatan sebagai pelaksana

	Dalam lingkungan SKPD masing-masing

	2.
	Yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
	Teguran Lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya

	Dalam lingkungan SKPD masing-masing

	3.
	Yang memangku jabatan struktural eselon IIb atau jabatan lain yang setingkat dengan itu
	a.  Teguran lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 

	Dalam lingkungan SKPD masing-masing

	
	
	b.  Teguran tertulis


	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya

	

	
	
	c.  Pernyataan   tidak puas secara tertulis
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya

	

	4.
	Asisten

 
	a. Teguran lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 

	Dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

	
	
	b.  Teguran tertulis


	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya

	

	
	
	c.  Pernyataan   tidak puas secara tertulis
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV kebawah atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dan PNS lainnya

	

	5.
	Sekretaris Daerah 
 
	a.  Teguran lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IIb atau eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	Di Lingkungan Pemerintah Daerah

	
	
	b.  Teguran  tertulis


	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	Pada Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bangka.

	
	
	c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	

	6.
	Wakil Bupati
	a.   teguran lisan
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	Di Lingkungan Pemerintah Daerah

	
	
	b.   teguran tertulis


	PNS yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	

	
	
	c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis
	PNS yang memangku jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

	

	
	
	d.  Pemberian dan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pelanggaran disiplin untuk jenis hukuman disiplin sedang

	Seluruh PNS 
	


LAMPIRAN  II   :  SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/      /IX/2009



  TANGGAL  :

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN 

NOMOR :…………………..

1. Bersama ini diminta  dengan hormat kehadiran Saudara :

a. Nama 


:   .................................................

b. NIP


:   .................................................

c. Pangkat

:   .................................................

d. Jabatan

:   .................................................

e. Unit Organisasi
:   .................................................

     Untuk menghadap kepada :

a. Nama


:   .................................................

b. NIP


:   .................................................
c. Pangkat

:   .................................................

d. Jabatan

:   .................................................

      Pada :

a. Hari


:   .................................................

b. Tanggal

:   .................................................

c. J a m


:   .................................................

d. Tempat

:   .................................................

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin  .................................................................................. 
2. Demikian untuk dilaksanakan.

     .......................................20......


Pejabat yang memanggil

Nama : ....................................


NIP     : ....................................

TEMBUSAN  disampaikan dengan hormat kepada :

1. ..................................................

2. ..................................................

LAMPIRAN  III  :  SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/      /IX/2009



  TANGGAL :

CONTOH SURAT PERINTAH

UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

NOMOR :…………………..

1. Diperintahkan kepada
a. Nama 


:   .................................................

b. NIP


:   .................................................

c. Pangkat

:   .................................................

d. Jabatan

:   .................................................

e. Unit Organisasi
:   .................................................

     Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

a. Nama


:   .................................................

b. NIP


:   .................................................
c. Pangkat

:   .................................................

d. Jabatan

:   .................................................

e. Unit  Organisasi
:   .................................................

      Pada :

a. Hari


:   .................................................

b. Tanggal

:   .................................................

c. J a m


:   .................................................

d. Tempat

:   .................................................

Karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal  ................ ayat  .............. Huruf ..................... Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 atau Peraturan Perundang-undang lainnya.
2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

     .......................................20......


Pejabat yang Memerintah
Nama : ....................................


NIP     : ....................................

TEMBUSAN  disampaikan dengan hormat kepada :

1. ..................................................

2. ..................................................
LAMPIRAN IV  :   SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/      /IX/2009


  TANGGAL  :
CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

               Pada hari ini .................... tanggal ............................bulan ......................... Tahun ........................  saya ......................... NIP ...................... pangkat .................... jabatan ........................................................... berdasarkan wewenang yang ada pada saya * ................................................................... telah mengadakan pemeriksaan terhadap :
                  Nama

:  ....................................


     NIP

:  ....................................


     Pangkat 

:  ....................................


    Jabatan

:  ....................................


    Unit Organisasi
:  ....................................
Karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal .............Ayat.......... Huruf ........................  Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
1. Pertanyaan :                  


                         ........................................................................................................


      ........................................................................................................................................


      ........................................................................................................................................
1. Jawaban  :

          .................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
2. Pertanyaan :                  


                         ........................................................................................................


      ........................................................................................................................................


      ........................................................................................................................................
2. Jawaban  :

          .................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
2. Dan seterusnya.

               Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan Sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.








     .....................................................

           Yang diperiksa




    Pejabat Pemeriksa :

Nama

   :




Nama

   :

NIP

   :




NIP

   :

Tanda Tangan :




Tanda Tangan :

LAMPIRAN V :     SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/     /IX/2009



  TANGGAL  :

RAHASIA

 ..............................Tanggal ....................................

             Kepada

Yth.      : ...................................................................

             di

                        ......................................................

LAPORAN

            Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah          dari  ....................................... Nomor ............................tanggal .................................. pada hari ..................tanggal .............. bulan .........................tahun .................,    saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

               Nama

:  ....................................


  NIP

           :  ....................................


  Pangkat 

:  ....................................


 Jabatan

:  ....................................


 Unit Organisasi
:  ....................................
            Sewaktu saya  melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut ia mempersulit  pemeriksaan dengan cara :

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

3. dan seterusnya.

            Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Yang melaporkan,

Nama : ...............................

NIP     : ...............................

LAMPIRAN VI  :   SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/     /IX/2009



  TANGGAL  :

CONTOH PEMBERITAHUAN TEGORAN LISAN

RAHASIA

 ..............................Tanggal ....................................

          Kepada

Yth. : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian, pendidikan   dan Pelatihan Kabupaten Bangka

          di

                           Sungailiat
1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal ......................... bulan .........................tahun ................. telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada :

               Nama

:  ....................................


  NIP

           :  ....................................


  Pangkat 

:  ....................................


 Jabatan

:  ....................................


 Unit Organisasi
:  ....................................
Karena ia melakukan perbuatan :

....................................................................................................................................................................................................................................................................perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal .........................ayat ..................... huruf........................Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang menghukum,

.........................................................

Nama : .................................................

NIP     : .................................................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektorat Kabupaten Bangka

2. Dan seterusnya.
LAMPIRAN VII :   SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/     /IX/2009


  TANGGAL  :
CONTOH SURAT KEPUTUSAN TEGORAN TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN ………………….
NOMOR ………………………………
Menimbang :    a.  bahwa  menurut hasil  pemeriksaan tersebut diatas Saudara  .................... tersebut telah melakukan perbuatan berupa...........................................................................................;

b.  bahwa   perbuatan   tersebut   merupakan   pelanggaran    terhadap   Pasal ..................Ayat ………... huruf ………….. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009;

 c.  bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan  hukuman   disiplin yang dilakukan itu kepada Saudara ..............................tersebut.
Mengingat     :    1. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);

3. Undang-Undang   Nomor   27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia  Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor  50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangkal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin kerja dan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7);
Memperhatikan : 1. Laporan  dari ......................tanggal................ tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh .........................NIP........................tanggal....................;

                             2.Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh................................. NIP................................................... pangkat............................................... tanggal.................................................
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :

KESATU
:  Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran tertulis kepada :

 Nama

:  ....................................

 NIP

           :  ....................................

 Pangkat 

:  ....................................

 Jabatan

:  ....................................

 Unit Organisasi
:  ....................................

karena ia pada tanggal .............................. melakukan perbuatan  yang melanggar ketentuan Pasal ............ ayat ........... huruf ............... Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009.

KEDUA          : Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  disampaikan  kepada Pegawai          Negeri  Sipil yang bersangkutan.

KETIGA      : Keputusan   ini   disampaikan    kepada    yang   bersangkutan   untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal  ........................

         PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

    ....................................................................

NAMA : ................................

NIP     : ................................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka

2. Dan seterusnya.
LAMPIRAN VIII : SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/     /IX/2009


  TANGGAL  :

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN ........................................

NOMOR ....................................

.........................................

Menimbang   :  a.  bahwa menurut hasil pemeriksaan  tersebut diatas  Saudara...........................

Tersebut telah melakukan perbuatan berupa....................................................
 b. bahwa    perbuatan    tersebut    merupakan  pelanggaran    terhadap                   Pasal   .............. ayat .................. huruf ................... Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009;

 c. bahwa    untuk   menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan  hukuman disipilin yang dilakukan itu kepada Saudara ................................................................................................................................. tersebut.

Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia  Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor  50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangkal (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin kerja dan Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7);
Memperhatikan:   1. Laporan dari ........................................tanggal...............................................
                                 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ........................................


          NIP ....................................... Pangkat ..........................................................


          tanggal ..............................................

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh  .......................................................


          NIP ....................................... Pangkat ..........................................................


          Tanggal ...............................................
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :

KESATU       :  Menjatuhkan    hukuman  disiplin  berupa  Pernyataan Tidak Puas secara       tertulis kepada :

 Nama

:  ....................................

 NIP

           :  ....................................

 Pangkat 

:  ....................................

 Jabatan

:  ....................................

 Unit Organisasi
:  ....................................

karena  ia  pada tanggal .............................. melakukan perbuatan   yang  melanggar ketentuan Pasal ............ ayat ........... huruf ............... Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009.

KEDUA       :   Keputusan    ini   mulai  berlaku  pada  tanggal  disampaikan    kepada PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA        :    Keputusan   ini    disampaikan     kepada     yang   bersangkutan    untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal  ........................

         PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

    ....................................................................

NAMA : ................................

NIP     : ................................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka

2. Dan seterusnya.

 LAMPIRAN IX :     SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

  NOMOR     : 160/     /IX/2009


  TANGGAL  :

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN
RAHASIA

KEPUTUSAN ........................................

NOMOR ....................................

.........................................
Menimbang : a. bahwa   setelah  memperhatikan dengan seksama keberatan yang oleh                                   Saudara.....................................NIP..............................Pangkat.......................                              Jabatan ..................................................tanggal ....................................dapat diambilkan kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan                                 sebagai    dasar    keberatan    itu,    tidak/kurang       mengandung                             kebenaran,  sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah                               hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya;

                         b. bahwa   setelah   memperhatikan   dengan   seksama   tanggapan  yang                                diberikan oleh Saudara......................... NIP........................................  Pangkat.................................... Jabatan............................................................ tanggal ................................ sebagai pejabat yang berwenang  menghukum, dapat  diambil  suatu   kesimpulan  bahwa   terhadap     pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara .....................................tersebut wajar diambil tindakan dan jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya dipandang sudah setimpal dangan pelanggaran yang dilakukannya;

c. bahwa dipandang  perlu memperkuat  keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin                 Nomor .........................................  tanggal .......................................
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah    Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia  Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor  50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangkal (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin kerja dan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7).
Memperhatikan:  1.  Laporan dari ........................................tanggal...............................................
                                Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ………… …......................


         NIP ....................................... Pangkat .............................................

 2.  Surat tanggapan Saudara .......................... NIP ............................................


         Pangkat....................................... Jabatan .....................................................


         Tanggal ................ .............sebagai pejabat yang berwenang menghukum.

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :

KESATU       :  Memperkuat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor ............................ tanggal .................................. yang dijatuhkan kepada Saudara .............................. NIP ................................ Pangkat .......................

Jabatan ...................................... Unit Organisasi .............................................  

KEDUA           : Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan.
KETIGA       : Keputusan   ini   disampaikan    kepada     yang   bersangkutan     untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal  ........................

         PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

    ....................................................................

NAMA : ................................

NIP     : ................................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka

2. Dan seterusnya.

LAMPIRAN   X  :  SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 
                 NOMOR     : 160/     /IX/2009


                 TANGGAL  :

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN ........................................

NOMOR ....................................
Menimbang   : a. bahwa setelah  memperhatikan  dengan  seksama keberatan yang                       oleh Saudara...............................................NIP..........................................                   Pangkat...........................................Jabatan................................................tanggal ......................................dapat diambilkan kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar keberatan itu, untuk keseluruhannya/sebahagian mengandung kebenaran, sehingga    keputusan   hukuman  yang   telah dijatuhkan kepadanya perlu ditinjau kembali.

                              b.  bahwa    setelah    memperhatikan    dengan   seksama   tanggapan yang    

                                   diberikan oleh Saudara....................................... NIP...................................     Pangkat................................... Jabatan.......................................................     tanggal ..............................  sebagai    pejabat    yang   berwenang                                      menghukum,   dapat   diambil    suatu    kesimpulan   bahwa   jenis   hukuman   disiplin   yang   telah dijatuhkan  itu  dipandang   kurang   setimpal  dangan  pelanggaran yang  telah dilakukan oleh Pegawai   Negeri Sipil yang bersangkutan;

   c. bahwa dipandang perlu memperkuat keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin            Nomor .................................... tanggal ........................................................     

Mengingat  :    1.  Undang-Undang  Nomor  28   Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia  Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor  50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangkal (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Disiplin kerja dan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7).
Memperhatikan :  1.   Surat Keberatan yang diajukan oleh Saudara..............................................
                                   NIP ....................................... Pangkat ........................................................


           Jabatan..................................... tanggal ......................................................
2.  Surat tanggapan Saudara ............................... NIP .....................................


           Pangkat....................................... Jabatan .......................................



           Tanggal ........................... sebagai pejabat yang berwenang menghukum.

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan   :

KESATU     :  Merubah   jenis  hukuman  disiplin   sebagaimana   tercantum   dalam                            Keputusan Hukuman Disiplin Nomor ....................................................                         tanggal .......................................................yang   dijatuhkan   kepada                          Saudara .............................. NIP ..........................................................                         Pangkat..................................................jabatan................................................  Unit Organisasi...................................................................................................                        Jenis hukuman disiplin .................................................................menjadi jenis                          hukuman disiplin ....................................................................................

KEDUA            :     Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan.

KETIGA        :   Keputusan   ini   disampaikan    kepada     yang   bersangkutan     untuk  dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal  ........................

         PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

    ....................................................................

NAMA : ................................

NIP     : ................................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka

2. Dan seterusnya.
 LAMPIRAN XI  :   SURAT EDARAN BUPATI BANGKA

 

          NOMOR     : 160/       /IX/2009


          TANGGAL  :

CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

N A M A
:

N I P

:
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